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Jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih 
tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 
2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya 
adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini penyelenggaraan pendidikan 
bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak 
dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, 
tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLB. Data Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 
diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di 
Indonesiapun baru 10 persen yang bersekolah di SLB. 
Penelitian ini merupakan penelitian non interaktif (non interactive inquiry) 
disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis 
dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan 
sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, 
kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. 
Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. 
Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber 
data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek 
penelitiannya. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi atau 
dokumen (content or document analysis) ditujukan untuk menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan 
keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-
hasil penelitian. 
Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang dimaksud pendidikan Inklusif adalah 
sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau 
bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu 
lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta ddik pada umumnya. 
Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Kebijakan penyelenggaraan 
pendidikan inklusif di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam 
maupun luar negeri. 2) secara keseluruhan penyelenggaraan pendidikan inklusif 
tingkat SMP di Indonesia belum sesuai dengan kebijakan yang ada. 3) Keadaan 
guru pendamping khusus yang ada belum memenuhi kualifikasi pendidik, serta 
keberadaannya (kuantitasnya) masih minim sehingga belum mencukupi 
kebutuhan peserta didik. 
 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan  Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ة ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ S s (es dengan titik diatas) 
ج jim J Je 
ح ha H ha (dengan titik dibawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z zet 
ش sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad S s (dengan titik di bawah) 
ض dad D de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ T te (dengan titik di bawah)  
ظ Za‟ Z zet dengan titik dibawah 
ع „ain „ koma terbalik diatas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam l El 
و mim m Em 
ٌ nun n En 
و wawu w We 
ِ Ha‟ h Ha 
ء hamzah „ Apostrof 












C. Ta’ Marbutah 







(ketentuan ini diperlakkan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserab 
kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya. 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ياركت ءبينولأا  ditulis Karamah al auliya‟ 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis t. 
رطفنا ةبكز ditulis Zakatul fitri 
 














E. Vokal Panjang 
xii 
 
fathah + alif 
تيههبج 
fathah + ya‟ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya‟ mati 
ىيرك 




















F. Vokal Rangkap 
fathah + ya‟ mati 
ىكُيب 























H. Kata Sandang Alif + Lam 








b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah 
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A. Latar Belakang Masalah  
Lebih dari 70
th
 yang lalu Indonesia merdeka, sudah seharusnya tidak ada 
lagi warga Negara yang tidak dapat mengenyam pendidikan sebagaimana 
mestinya, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan 
mendasar dari kemerdekaan adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh 
sebab itu pendidikan termasuk unsur penting dalam sebuah tatanan negara. 
Pendidikan merupakan pondasi dasar sebuah bangsa. Bangsa yang maju 
biasanya memiliki warga negara yang terdidik, begitu pula sebaliknya. Negara 
yang terbelakang biasanya memiliki warga negaranya juga terbelakang dalam hal 
pendidikan. Sebagaimana di katakana oleh Nelson Mandela “Education is the 
most powerful weapon which you can use to change the world”. Pendidikan 
merupakan senjata yang kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. 
Betapa besarnya pengaruh pendidikan dalam menentukan kemajuan sebuah 
bangsa. Selain itu pendidikan juga di nilai mampu mengangkat harkat dan 
martabat bangsa itu sendiri. Oleh karenanya, mendapatkan pendidikan adalah hak 
setiap warga dan negara wajib membiayainya.  
Dunia pendidikan Indonesia mengalami banyak permasalahan, mulai dari 
pemberantasan buta-huruf, angka putus sekolah, kenakalan remaja, hingga 
peluang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, terutama 
untuk para penyandang disabilitas. Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 
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Pasal 5, Ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”1 Kemudian pada ayat Ayat 2 
disebutkan bahwa “warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”2 Pasal 11 
ayat 1 berbunyi, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga Negara tanpa diskriminasi.”3 Sedangkan pada ayat 2 disebutkan 
bahwa “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya 
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 
tujuh sampai dengan lima belas tahun.”4 
Jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih 
tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 
2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya 
adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini penyelenggaraan pendidikan 
bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak 
dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, 
tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLB. Data Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 
diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di 
Indonesiapun baru 10 persen yang bersekolah di SLB. Project Manager Yayasan 
Cilik Wiwied Triesnadi mengatakan, ada beberapa penyebab yang melatari 
                                               
1 UU No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, Ayat 1. 
2 UU No 20 Tahun 2003, Pasal 5, Ayat 2 
3 UU No 20 Tahun 2003, Pasal 11, Ayat 1. 
4 UU No 20 Tahun 2003, Pasal 5, Ayat 2. 
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persoalan itu. Sekitar 2.000 SLB di Indonesia, 75 persennya merupakan SLB 
swasta yang menarik biaya lebih mahal. Selain itu, penyebaran SLB menurut dia 
juga sangat terbatas. Lokasi SLB pada umumnya berada di daerah perkotaan. Hal 
ini berdampak pada akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.“Anak-anak 
yang kemampuan ekonomi keluarganya lemah terpaksa tidak bersekolah karena 




Demi mensukseskan  program wajib belajar pendidikan dasar sembilan 
tahun dan mengembangkan kebijakan non diskriminatif dalam bidang pendidikan 
serta pentingnya pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), maka 
pendidikan inklusif menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan 
tersebut. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus di didik 
bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk memaksimalkan kemampuan 
yang dimiliki oleh setiap anak. Pendidikan inklusif harus mampu menyesuaikan 
diri dan fleksibel terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). 
Fleksibilitas tersebut terkait dengan kurikulum, pendekatan pembelajaran, sistem 
evaluasi, serta mencerminkan pembelajaran yang ramah. Pendidikan inklusif 
diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengakomodasi 
semua anak dengan melakukan berbagai penyesuaian, misalnya kurikulum, 
metode pembelajaran, materi dan bahan ajar, media pembelajaran, penilaian 
proses dan hasil belajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, manajemen sekolah, 
bimbingan konseling, dan beberapa komponen lainnya berdasarkan pada 
                                               
5 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170829083026-20-237997/satu-juta-anak-
berkebutuhan-khusus-tak-bisa-sekolah diakses 31 mei 2018 
4 
 
kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan inklusif mampu 




Pendidikan inklusif telah lama menjadi rujukan bagi penyelenggaraan 
pendidikan di berbagai Negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara 
yang mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan tujuan 
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. 
Pendidikan inklusif sendiri bertujuan memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi 
semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), 
agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan peserta didik 
lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan 
yang terjadi di beberapa lembaga penyelenggara pendidikan, terutama adalah 
ketersediaan guru pendamping khusus (GPK).  
Oleh karena itu penulis memfokuskan kajian pada “Kebijakan 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah 
Pertama)” dalam penyelenggaraannya tidak semua akan penulis bahas dalam 
kajian ini melainkan hanya beberapa point saja. Oleh karenanya dalam penelitian 
ini penulis membatasi  pembahasan hanya pada latar belakang munculnya 
kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, penyelenggaraan 
pendidikan inklusif di Indonesia serta keadaan guru (kualifikasi dan 
ketersediaannya) pada SMP inklusif di Indonesia. 
 
                                               
6 Dedy Kustawan, Manajemen Pendidikan Inklusif, (Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 
2013), hlm. 79 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan pendidikan inklusif di 
Indonesia? 
2. Bagaimana gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di 
Indonesia? 
3.  Bagaimana keadaan guru pendamping khusus pada SMP inklusif di Indonesia? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui latar belakang munculnya kebijakan pendidikan inklusif di 
Indonesia 
2. Mengetahui gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di 
Indonesia 
3. Mengetahui keadaan guru pendamping khusus pada SMP inklusif di Indonesia 
Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun 
praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 
bidang keilmuan, khususnya di bidang kebijakan penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di Indonesia. Serta layak dijadikan bahan rujukan untuk penelitian sejenis 
dan sebagai bahan informasi bagi para peneliti dalam bidang kebijakan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif pada umumnya. 
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2. Secara Praktis 
a. Bagi kampus 
Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan terkait kebijakan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah 
Pertama). 
b. Bagi peneliti 
Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan pengalaman terkait 
kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (Tinjauan Sekolah 
Menengah Pertama) dan sebagai bahan pengembangan khazanah keilmuan. 
c. Bagi pembaca 
Menambah wawasan informasi dan pengalaman terkait kebijakan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah 
Pertama), serta hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian 
berikutnya 
D. Kajian Pustaka  
Pertama, tesis yang di tulis oleh Arian Sahidi yang berjudul “Implementasi 
Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus di SMP Al Irsyad Al 
Islamiyyah Purwokerto)”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan 
secara empiris dan objektif bagaimana identifikasi anak berkebutuhan khusus di 
sekolah inklusi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 
penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 
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Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan identifikasi anak dengan 
kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan untuk 
lima keperluan, yaitu: penjaringan (screening), pengalihtanganan (referal), 
klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. (2) Ada 
3 model pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusi, yaitu: model kurikulum umum (reguler), model kurikulum 
umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang diindividualisasikan. (3) 
Tenaga pendidik disekolah umum penyelenggara pendidikan inklusi terdiri atas 
guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK). (4) Sarana dan prasarana yang 
terdapat di sekolah dimana pendidikan inklusi diselenggarakan. Bila memang 
dibutuhkan, sekolah bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten 
atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang 
diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. (5) Kegiatan belajar 
mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusi dilakukan dengan beberapa cara yaitu: integrated in the regular 
classroom, one to one teaching, small group, program khusus, dan therapy.
7
 
Kedua, artikel yang ditulis oleh Astri Hanjarwati dan Siti Aminah yang 
berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta 
Mengenai Pendidikan Inklusi” dalam jurnal INKLUSI (Pusat Layanan Difabel- 
UIN Sunan Kalijaga). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistk-
formatif (the qualitative-naturalistic-formative). Lokasi penelitian dalam studi ini 
                                               
7 Arian Sahidi, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Studi Kasus 
di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)”. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Agama 
Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016 
8 
 
adalah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 
serta organisasi difabel di Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, yang ingin dikaji 
adalah evaluasi proses dan hasil program pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. 
Unit analisis dalam studi ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Sekolah 
Inklusi di Kota Yogyakarta (guru dan pengelola), ABK atau siswa difabel, 
orangtua siswa difabel dan NGO/LSM yang berfokus pada isu difabel. Adapun 
hasil penelitiannya yaitu bahwa program pendidikan inkusi di kota Yogyakarta 
yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota No.47 tahun 2008 berlangsung 
dengan baik. Dengan adanya perwal ini, mendorong lembaga-lembaga pendidikan 
mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi untuk 
memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi para difabel. Berjalannya 
program pendidikan inklusi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat 
berjalan baik karena adanya dukungan Guru Pendamping khusus (GPK) yang 
dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota dan Resource Center “pusat sumber” yang 
merupakan tempat koordinasi bagi pemerhati pendidikan inklusi. Walaupun 
demikian, Dinas Pendidikan Kota masih terus melakukan pembenahan diri agar 
program ini dapat menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi 
dan penyadaran akan adanya difabel yang berhak mendapatkan pendidikan juga 
terus diupayakan oleh dinas ke berbagai lini, termasuk masyarakat umum. 
Perbaikan program juga dilakukan pada aspek infrastruktur yang lebih aksesibel 
bagi para difabel. 
Sampai saat ini tetap dilakukan sosialisasi dan juga penyadaran terhadap 
sekolah untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Berdasarkan pada 
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kajian yang telah dilakukan, kebijakan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta 
perlu tetap dilanjutkan dengan melakukan berbagai perbaikan pada aspek 
manajemen implementasi agar output  dan outcome yang dihasilkan semakin baik, 
dari segi jumlah dan kualitasnya.
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Ketiga, artikel karya Kamal Fuadi yang berjudul “Analisis Kebijakan 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam upaya mendeskripsikan 
kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan implementasi kebijakan di 
provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama, 
pendidikan inklusif yang diselenggarkan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk 
mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) 
kedalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau 
bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan 
inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan 
pendidikan inklusif. Kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak 
menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum 
pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu 
diketahui dan dilaksanakan guru. Ketiga, belum semua kategori anak 
berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. 
Hal tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang 
memadai. Keempat, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif di provinsi DKI Jakarta melebihi ketetuan yang ditetapkan pemerintah 
                                               
8 Astri Hanjarwati dan Siti Aminah “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota 
Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi”, jurnal INKLUSI, vol. I No.2 Juli-Desember 2014 
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pusat. Kelima, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu bekerja sama dengan pihak 
sekolah dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, 




E. Metode Penelitian  
1) Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian noninteraktif (non interactive inquiry) disebut 
juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. 
Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis 
data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, 
peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati sesuai 
dengan namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif atau 
melalui interaksi dengan sumber data manusia. Sumber datanya adalah dokumen-
dokumen.
10
 Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (Library Research), 
yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 
pustaka.
11
 Menurut Abdur Rahman Sholeh, penelitian Kepustakaan (library 
research)  ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan informasi 
dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, 
dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.
12
  
2) Sumber Data 
                                               
9 Kamal Fuadi, “Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI 
Jakarta” hlm. 24-25 
10 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm. 65 
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31 
12 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 63 
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Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data 
sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh 
peneliti dari subjek penelitiannya.
13
 Adapun data kepustakaan yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah, buku, jurnal, kebijakan, peraturan 
perundangan, berita online dan lain sebagainya yang menunjang dalam penelitian 
ini. 
3) Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi 
atau dokumen (content or document analysis) ditujukan untuk menghimpun dan 
menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan 




F. Sistematika Pembahasan  
Tesis ini terdiri atas tiga bagian yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan 
bagian penutup. Bagian pendahuluan meliputi halaman sampul depan, halaman 
judul, halaman pengesahan, persetujuan tim penguji, nota dinas pembimbing, 
surat pernyataan keaslian, surat pernyataan bebas plagiasi, halaman persembahan, 
motto, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 
singkatan. 
Bagian isi terdiri dari Bab-bab dan sub-bab. Bab I berisi latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II berisi kajian teori, kebijakan 
                                               
13 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91 
14 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2013), hlm. 65 
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pendidikan, pengertian kebijakan, perumusan kebijakan, karakteristik kebijakan 
pendidikan, fungsi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, 
evaluasi kebijakan pendidikan, latar belakang kebijakan penyelengaraan 
pendidikan inklusif di indonesia, standar pendidikan inklusif, pengertian 
pendidikan inklusif, landasan pendidikan inklusif tujuan pendidikan inklusif, 
model pendidikan inklusif, penyelenggaraan pendidikan inklusif yang meliputi, 
guru pendidikan khusus, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 
pendidikan inklusif. Bab III berisi latar belakang kebijakan penyelenggaraan 
pendidikan inkusif di Indonesia, Gambaran umum Penyelenggaraan Pendidikan 
Inklusif di Indonesia (tinjauan Sekolah Menengah Pertama), keadaan guru 
pendamping khusus di SMP Inklusif di Indonesia. Bab IV berisi simpulan dan 
saran. 









1. Kebijakan inklusif di Indonesia lahir berdasarkan pengaruh dari berbagai pihak 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau dunia internasional. Berikut 
merupakan latar belakang munculnya kebijakan pendidikan inklusif di 
Indonesia. Internasional: Konvensi PBB tentang hak Anak, Konferensi 
Jomtingen 1990, Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi 
Penyandang Cacat,  Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang 
Pendidikan Kebutuhan Khusus, Konferensi Dakar, Senegal. Pendidikan untuk 
Semua. Senegal, 2000. Nasional: Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 (Tentang penyandang cacat), Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat 
Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003, 20 Januari 2003. 
(Perihal Pendidikan Inklusi), Deklarasi Bandung (Nasional) “Indonesia Menuju 
Pendidikan Inklusif” (8-14 Agustus 2004), Deklarasi Bukittinggi 
(Internasional) Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. 
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2. Gambaran Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP Di Indonesia, 
secara keseluruhan penulis menyimpulkan sebagai berikut:  
1) Jenis ketunaan terbanyak di sekolah-sekolah SMP di Indonesia yaitu lamban 
belajar 
2) Dari aspek manajemen kesiswaan, sekolah rata-rata belum mampu 
mengadakan identifikasi dan assesement, padahal hal ini penting untuk 
mengetahui ketunaan siswa. 
3)  Dari aspek manajemen kepegawaian atau pendidik, tidak semua sekolah 
inklusif memiliki GPK bahkan sekolah-sekolah SMP di Indonesia belum 
mampu menyediakan guru yang berkualifikasi sesuai bidangnya. 
4) Dari aspek manajemen sarana prasarana, tidak semua sekolah mampu 
memenuhi kebutuhan sarpras yang dibutuhkan peserta didik. Sejauh ini 
masih menggunakan apa yang ada di sekolah. 
5) Dari aspek manajemen keuangan sekolah-sekolah merasa memiliki 
keterbatasan dana. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah.  
6) Dari aspek pelaksanaan pembelajaran belum sesuai dengan semestinya 
yakni pembelajaran masih dilakukan secara umum, jadi ABK menyesuaikan 
keadaan kelas bukan kelas yang mengikui keadaan ABK. 
7) Dari aspek evaluasi pembelajaran dianggap rendah, hal ini di karnakan 
peserta didik ABK menggunakan standar kelulusan yang sama dengan siswa 
normal.  
8) Dari sisi perencanaan pembelajaran khususnya dalam menyusun RPP, guru 
merasa kesulitan dalam menuangkan indikator dalam materi yang harus 
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disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ABK. Demikian juga 
dalam menyiapkan bahan/materi dan sumber belajar  
9) Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, guru merasa kesulitan dalam 
memberikan penilaian kepada ABK dikarenakan tidak adanya petunjuk dan 
panduan yang baku sehingga penilaian yang diberikan guru kepada ABK 
lebih bersifat subyektif. 
10) Dari aspek manajemen lingkungan, sekolah selalu melibatkan orang tua, 
artinya guru-guru selalu aktif berkomunikasi dengan orangtua ABK, dengan 
harapan bahwa terjalin kerjasama antar sekolah dengan orang tua siswa 
maka proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah akan tercipta 
dengan  
3.  Keadaan Guru Pendamping Khusus pada SMP inklusif di Indonesia, dalam 
implementasinya masih terdapat kekurangan guru, terutama GPK. Hal ini 
dikarenankan adanya kendala kurangnya sumber daya guru, khususnya GPK di 
daerah. Keberadaan mereka masih dirasakan menjadi masalah utama, 
khususnya bagi sekolah yang lokasinya jauh dari SLB, karena seringkali GPK 
merupakan guru SLB yang mendapat tugas khusus. Penugasan khusus guru 
SLB seringkali menjadi masalah karena kebijakan tentang hal ini belum 
berjalan semestinya.  
Adanya kewajiban berupa tugas, tentunya juga harus dibarengi adanya 
hak yang harus diperoleh oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyangkut 
pelaksanaan tugas-tugasnya. GPK perlu pengakuan atas tugas yang 
dilaksanakan, baik berupa SK sebagai GPK dari dinas terkait dalam hal ini 
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Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya juga  pengakuan atas jam mengajar di 
sekolah inklusi yang berhubungan langsung dengan Angka Kredit sebagai 
bahan untuk kenaikan pangkat. Disisi lain, GPK disamping bertugas di Sekolah 
Luar Biasa (SLB) sebagai sekolah induknya, mereka juga harus datang ke 
sekolah inklusi yang menjadi tanggung jawabnya.  
Adapun jenis siswa berkebutuhan khusus yang menjadi siswa inklusif 
yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa 
ringan, tunadaksa sedang, tunalaras, tunawicara, hiperaktif, cerdas istimewa, 
bakat istimewa, kesulitan belajar, korban narkoba, indigo, down syndrome, 
autis, dan tunaganda.  
B. Saran 
1. Mengingat panjangnya proses lahir sebuah kebijakan, maka di harapkan 
Kebijakan inklusif di Indonesia perlu andil lebih banyak dari pemerintah serta 
peran serta masyarakat dalam proses implementasi serta evaluasi kebijakan 
tersebut. Agar tercapai cita-cita dan harapan bangsa. 
2.  Diharapkan pihak penyelenggara pendidikan inklusif mengikuti pedoman yang 
ada dalam proses penyelenggaraan pendidikan hal ini di karenakan banyaknya 
temuan yang menggambarkan bahwa banyak penyelenggara pendidikan yang 
belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan. Peran serta dari 
pemerintah dan masyarakat sangat berarti disini. 
3. Diharapkan pendidikan khusus menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa 
terutama bidang pendidikan, hal ini di harapkan agar semua calon guru (sarjana 
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pendidikan) siap ditempatkan dimanapun dan mampu menghadapi berbagai 
jenis peserta didik yang beragam.  
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